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ABSTRACT

This study uses a normative approach, results showed that the Power Electronic
Document Authentication With Electronic Signatures In Civil Trial Process contained in
Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, states that an
electronic document signed with a digital signature such signature , is an extension of the
proof in the Indonesian civil procedural law, so that all electronic transactions with
electronic signatures can be regarded as a deed, even the strength of the proof together
with an authentic deed made by the competent authority. The government should
immediately ratify the Government Regulations on Electronic Signatures and
Certification Regulations on Electronic Government, so no further legal rule of Law
Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions
Keywords: electronic documents, signatures.

PENDAHULUAN

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (interconnection
networking), yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah dunia bisnis
Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-
commerce lahir atas tuntunan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah
dan praktis. Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam
memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai
kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan.

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling
banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi
perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik
bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan
menggunakan internet).( Albarda, 1887: 12)

E-commerce pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang
diinginkan. Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan
dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya pembelipun memiliki
kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan
jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (bordeless).

Perjanjian e-comerce yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam
bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan
tersebut/wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke
Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik.

Penyelesaian suatu sengketa tersebut atau kasus mutlak hanya menyadarkan pada
keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan
kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif, sehingga akan
menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari hakim yang justru tidak memberikan rasa
keadilan bagi para pihak yang berperkara, maka sewajarnyalah apabila dalil-dalil yang
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dikemukakan para pihak yang bersengketa juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim
agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu
proses peradilan. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika
tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan,
begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para
pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum
yang merupakan titik pokok sengketa.

Sehingga, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada
alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah upaya
untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum dan berkaitan
dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam
mengambil keputusan, sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu
kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk
memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam
jurnal ilmiah ini adalah: Bagaimana Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan
Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan
menganalisis Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan
Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata;

. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tanda Tangan Digital

Hukum positif Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata “tanda
tangan” yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi hukum dasar, yaitu : (1) tanda
identitas Penandatangan, dan (2) sebagai tanda persetujuan dari Penandatangan terhadap
kewajibankewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan kedua fungsi hukum ini maka
dapat ditarik suatu definisi sebagai berikut, “tanda tangan adalah sebuah identitas yang
berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada
akta”.

Tentunya definisi “tanda tangan elektronik™ seharusnya tidak jauh dari definisi di
atas; RUU ITE mendefinisikannya sebagai berikut, “Informasi elektronik yang
dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik
lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan
status subyek hukum”. RUU ITE memberikan definisi lebih ke sudut teknik, padahal
sebuah tanda tangan mempunyai tujuan untuk menerima/menyetujui secara meyakinkan
isi dari sebuah tulisan. Hal ini sangat logis, di mana tanda tangan elektronik mempunyai
dua fungsi hukum dasar. Tanda tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang
berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada
sebuah akta elektronik. Dia terbuat dari prosedur identifikasi handal dan mampu
menjamin hubungan antara akta elektronik dan tanda tangan elektronik. Prosedur ini
dianggap handal, kecuali terbukti sebaliknya, selama memenuhi ketentuan-ketentuan
yang diatur oleh undang-undang ini.

2.3. Tujuan penggunaan Tanda Tangan
Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat
unsur di bawah ini :
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o Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan
mengidentifikasikan penandatangan dengan dokumen yang ditandatangani.

o Formalitas: Penandatanganan suatu dokumen ‘memaksa’ pihak yang
menandatangani
untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.

e Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah
tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi
dari dokumen yang ditandatangani.

o Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan
klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar
apa yang telah dituliskan.

Kebutuhan-kebutuhan formal dari suatu transaksi legal, termasuk kebutuhan akan
tanda tangan, berbeda-beda dalam setiap sistem hukum legal dan rentang waktu tertentu.
Meskipun hal-hal alamiah mengenai suatu transaksi tidak berubah, hukum hanya
memulai untuk mengadaptasi terhadap teknologi mutakhir.

I11. METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data serta menganalisis bahan
hukum dan informasi atau keterangan yang bersifat ilmiah tentunya dibutuhkam suatu
karya ilmiah maupun susunan yang sistematis terarah dan konsisten, adapun metode
penelitian yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norm),
peraturan hukum konkrit dan system hukum (Sudikno Mertokusuno, 2004: 29), yang
berhubungan dengan materi yang diteliti berkaitan dengan Kekuatan Pembuktian
Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan
Perdata.

IV. PEMBAHASAN
4.1. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik
Dalam Proses Persidangan Perdata

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam
hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa
informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum
acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284
RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi,
persangkaanpersangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat
bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi
elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri,
merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik.( Ario Juliano Gema, 2008: 31)

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengaman yang
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta
memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :
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a. dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik
tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi
komersial elektronik (e-commerce). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan
dalam suatu transaksi komersial elektonik (e-commrce).

Menurut Hikmahanto Juwana, dokumen pada transaksi komersial elektronik (e-
commerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol
sent dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan
kondisi yang tercantum dalam penawaran.( Hikmahanto Juana, 2003: 87)

Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (data message) dapat
dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat di aksses dan
dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya. Lebih lanjut beliau mengatakan behwa
apabila aturan hukum mengharuskan adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi
dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya misalnya, dengan
menggunakan tanda tangan elektronik (electronic signature).( 1.B.R. Supancana, 2008:
43)

Apalagi hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat
sebagai salah satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan (Rapin Mudiardjo, 2008:
34) Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan
digital signature, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian,
dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta Menurut
Jusuf Patrianto Tjahjono, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama
kekuatanya dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang,
seperti Notaris, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan transaksi elektronik
yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda
tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku (Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008).*

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg mengatur definisi tentang akta otentik yakni
surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya,
mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian

! Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, Arti Dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen,

www.Legal.com
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orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam
surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja,
tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung
dengan pokok dalam akta itu. Sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Menurut Toni Iskandar, akta otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 macam bentuk :

1. akta relaas;

adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan segala sesuatu yang dilihat, didengar,
disaksikan atas peristiwa tertantu yang terjadi pada saat itu.

2. akta partij;

adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang didasarkan permintaan para
pihak.

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah
tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara
atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai
kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan
dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian
diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan
atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim (Habib Adjie, 2008: 49).

Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen
elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu
sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem computer tersebut (Rapin Mudiardjo,
2002).

Menurut Arianto Mukti Wibowo, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat
dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap suatu informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik
berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah
ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi (Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008).

Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik
harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda
tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa
dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang
sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris,
menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu
bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Menurut Arianto Mukti Wibowo,agar tanda tangan elektronik pada suatu
dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus
mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan Certification Authority (CA),
maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan
memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya keamampuan untuk
mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang
ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang
berwenang (Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008: 34).

Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga Certification
Authority, maka akan lebih terjaminya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan
digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci
privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan
peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-
Undang tersebut yang bertentangan.
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, dokumen yang telah
ditandatangani dengan menggunakan digital signature, setelah dikeluarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka
dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut,
merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga
seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta,
bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat
yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun
tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam
proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

V. PENUTUP
5.1. Simpulan
Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam
Proses Persidangan Perdata termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa dokumen elektronik
yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan
dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik
dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan
pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam

bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

5.2. Saran

Hendaknya Pemerintah dengan segera memberikan Lisensi kepada badan hukum
sebagai lembaga Certification Authority, baik pemerintah maupun swasta, sehingga
pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para
pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.
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